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ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan
Pengawasan Pendistribusian Liquified petroleum gas Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup (Studi
Kasus : Desa Teluk Baru dan desa Cangkering) memiliki beberapa permasalahan. Sehingga penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun
2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kg
bersubsidi Secara Tertutup (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan desa Cangkering) serta faktor-faktor apa yang
mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Hasil dari
penelitian menunjukan belum baik. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu : Pertama, sosialisasi
yang dilakukan kepada masyarakat yang kurang baik,. Kedua, transparansi informasi yang tersampaikan
dengan jelas namun perlu ditingkatkan dalam penyampaian informasinya. Ketiga, ketersediaan sumber daya
belum memenuhi kebutuhan masyarakat di desa masing-masing. Keempat, program yang masih belum tepat
sasaran dikarenakan penyimpangan pendistribusian serta pemilik pangkalan menjual kepada pemartai. Kelima,
informasi belum mendapatkan dukungan dari masyrakat karena keterbatasan kepemilikan Smartphone.
Keenam, masyarakat yang mendukung dengan adanya program yang akan diberlakukan.. Ketujuh,
karakteristik masyarakat yang beragam tergantung seberapa lama kedatangan gas LPG 3 kilogram. Kedelapan,
pengembangan potensi program belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci :Implementasi, Gas LPG 3 kilogram, Program

ABSTRACT

The implementation of the Regulation of the Regent of North Hulu Sungai Number 24 of 2021
concerning the Control and Supervision of the Distribution of Subsidized 3 (Three) Kg Cylinder of Liquified
petroleum gas Closed (Case Study: Teluk Baru Village and Cangkering Village) has several problems. The
purpose of this study is to find out how the Implementation of the Regulation of the Regent of Hulu Sungai
Utara Number 24 of 2021 concerning the Control and Supervision of the Distribution of Subsidized 3 (Three)
Kg Cylinder Liquified Petroleum Gas Cylinders Privately (Case Study: Teluk Baru Village and Cangkering
Village) and what factors affect it. This researcher uses a qualitative methodh with a qualitative descriptive
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type. The results of the study showed that it was not good. This can be seen from the first several indicators,

socialization carried out to the community that is not good. Second, the transparency of information that is
conveyed clearly but needs to be improved in the delivery of more detailed information. Third, the availability
of resources that still dont fulfill. Fourth, the program that was paid was still not on target. Fifth, information
that still does not receive support from the public due to the limitations of smartphone ownership. Sixth, the
community supports or appreciates the program that will be implemented. Seventh, the characteristics of the
community vary. Eighth, the development of the potential of the program which is still felt to be not
implemented properly so that the community still doubts whether this program can be implemented properly
or will be misused for inappropriate things.

Keywords: Implementation, LPG gas 3 kilogram, Program

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam tidak terbatas dan berbanding terbalik dengan
semakin berkurangnya pasokan sumber daya tersebut. “Bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat,” sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Oleh karena itu, guna menjamin kekayaan negara dimanfaatkan secara efektif dan mendukung
pembangunan perekonomian seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah melaksanakan perencanaan
pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah penerapan pembatasan
penggunaan bahan bakar minyak melalui program konversi bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar
gas. Pemerintah mempunyai rencana kuat untuk mengubah minyak tanah menjadi gas. Hal ini
disebabkan karena cadangan gas Indonesia lebih besar dibandingkan cadangan minyak bumi.
Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, pemerintah secara konsisten mendorong penggunaan bahan
bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG) untuk industri skala kecil dan rumah tangga antara tahun
2007 dan 2010. Masyarakat juga diberikan kompor gas gratis dan tabung gas LPG tiga kilogram
secara gratis oleh pemerintah. pemerintah pada saat yang bersamaan.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengkonversi minyak tanah menjadi gas LPG agar
masyarakat kelas menengah ke bawah tetap dapat memenuhi kebutuhan rumahnya, mengurangi
jumlah sumber daya energi yang digunakan di Indonesia, dan membantu menstabilkan perekonomian
lokal. Kebijakan ini diberikan kepada Pertamina melalui koordinasi dengan departemen terkait.
Idealnya, daya beli masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan selisih pembelian minyak
tanah dan elpiji untuk keperluan lain. Selisihnya kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk mendanai
tujuan lain yang lebih bermanfaat. Banyaknya kekurangan minyak tanah baik di kota-kota besar
maupun pedesaan menjadi pendorong lahirnya kebijakan konvensi ini.

Permintaan manusia terhadap sumber daya alam biasanya tidak terbatas dan berkorelasi
terbalik dengan menipisnya sumber daya tersebut. Oleh karena itu, guna menjamin kekayaan negara
dimanfaatkan secara efektif dan mendukung pembangunan perekonomian seluruh masyarakat
Indonesia, pemerintah melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya alam.

Penerapan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak melalui program konversi bahan

Muhammad Fauzan Azim, Arif Budiman, Muhamad Arsyad | Implementasi Peraturan Bupati...| 913



N JURNAL ISSN : 3063- 3664
E KEBIJAKAN PUBLIK Vol. 2, No. 2, 2025

bakar minyak tanah ke bahan bakar gas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai
tujuan tersebut. Skema konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah cukup baik. Hal ini
disebabkan karena Indonesia mempunyai cadangan gas yang lebih banyak dibandingkan minyak
bumi.

Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, pemerintah secara konsisten mendorong penggunaan
bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG) untuk industri skala kecil dan rumah tangga
antara tahun 2007 dan 2010. Masyarakat juga diberikan kompor gas gratis dan tabung gas LPG tiga
kilogram secara gratis oleh pemerintah. pemerintah pada saat yang bersamaan.

Yang mana tujuannya adalah untuk mengkonversi minyak tanah menjadi gas LPG agar
masyarakat kelas menengah ke bawah tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah mereka, mengurangi
jumlah sumber daya energi yang digunakan di Indonesia, dan membantu menstabilkan perekonomian
lokal. Perintah ini diberikan oleh Pertamina melalui koordinasi dengan instansi yang terlibat.
Idealnya, daya beli masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan selisih pembelian minyak
tanah dan elpiji untuk keperluan lain. Selisihnya kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk mendanai
tujuan lain yang lebih bermanfaat. Banyaknya kekurangan minyak tanah baik di kota-kota besar
maupun pedesaan menjadi pendorong lahirnya kebijakan konvensi ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/047/KUM/2015
tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg ialah Rp17.500,00 pada pangkalan, namun ada
sebagian pangkalan menjual melebihi harga standar yang diatur oleh Pemerintah. Salah satunya pada
pangkalan gas yang beralamat di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara, dimana pangkalan tersebut menetapkan harga sebesar Rp. 23.000,-/tabung LPG 3 Pasal
3 ayat (1) Perpres No. 104 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Penyediaan dan pendistribusian LPG
Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”. Oleh karena itu, hanya
masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro yang diwajibkan menerima subsidi LPG 3
kilogram; Usaha kecil, menengah, besar, serta masyarakat kaya dapat memanfaatkan LPG nonsubsidi
yang saat ini beredar di pasaran, seperti Bright Gas ukuran 5,5 dan 12 kg.

Namun kenyataannya, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Desa Teluk
Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Lambatnya penyaluran LPG ke desa Teluk Baru yang mengakibatkan permintaan untuk LPG 3
Kg sangat tinggi dan menyebabkan masyarakat terpaksa harus membeli kepada pengecer dengan
harga yang relatif mahal dan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan berdagang atau
untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak lauk dan merebus air.

(Sumber : Wawancara dengan masyarakat desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)

2. Pemilik pangkalan menjual kepada pengumpul (partaian), yang menyebabkan kuantitas tabung
untuk masyarakat pada Desa Teluk Baru berkurang dan menyebabkan kelangkaan untuk tabung
gas LPG 3 kilogram bersubsidi sehingga mayarakat dipaksa untuk berhemat dan menunggu
kedatangan gas selanjutanya pada minggu berkutnya.

(Sumber : Wawancara dengan masyarakat Desa Teluk Baru, Kecamatan amuntai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)

3. Penyimpangan dalam proses distribusi, yang menyebabkan kelangkaan dan mayoritas yang
membeli LPG 3 kg merupakan keluarga yang terkategorikan keluarga mampu. Sehingga tujuan
dari penerapan implementasi yang seharusnya ditargetkan untuk masyarakat miskin tidak
terlaksana yang disebabkan oleh pemilik pangkalan yang menjual kepada masyarakat yang
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tergolong mampu dan menjual kepada pemartai dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak
keuntungan.

(Sumber : Observasi turun kelapangan pada Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)

Selanjutnya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Cangkering
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Jadwal kedatangan gas LPG 3 kg yang tidak menentu kepada masyarakat yang menyebabkan
masyarakat sering tidak mendapatkan jatahnya karena terlambat datang kepangkalan dan
masyarakat harus menunggu pengantaran gas yang minggu depan. (Sumber data wawancara
dengan masyarakat Desa Cangkering, kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, 2024)

2. Pendistribusian gas LPG 3 kg masih tidak tepat sasaran dan jumlah tabung yang masih kurang
berakibat pada masyarakat Desa banyak tidak kebagian dsan terpaksa haru membeli kepada
pengecer dengan harga diatas pada yang sudah ditetapkan pemerintah. (Sumber data Observasi
turun kelapangan pada Cangkering, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
2024)

3. Adanya keterlambatan jadwal pengantaran yang biasanya satu kali dalam seminggu bisa menjadi
satu kali dalam dua minggu dikarenkan ada libur nasional atau tanggal merah dan berakibat pada
keterlambatan pengantaran gas LPG 3 kilogram. (Sumber data wawancara dengan masyarakat
Desa Cangkering, kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)

Terkait beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti yang akan dijelaskan
pada skripsi peneliti yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor
24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquified petroleum gas
Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan desa
Cangkering)”

METODE

Penelitian ini menggunakan gaya metodologi penelitian deskriptif-kualitatif. Penulis
menggunakan metode seperti ovservasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan
data. Tiga belas informan dipilih melalui purposive sampling untuk dijadikan sumber data. Setelah
data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik

kesimpulan dari data.

PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat indikator implementasi yang fokus pada
teori dari menurut Jan Merse dalam (Reno Afrian, 2023:47-48) dan hasil dari pembahasan melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:
1. Informasi
a. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat
Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memang belum terlaksana namun masyarakat

mengetahui beberapa informasi melalui grup WhatsApp dan ketika membeli ketempatnya
___________________________________________________________________________________________________________________|
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langsung ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang diberikan

pemilik pangakalan dan perubahan peraturan yang akan diberlakukan.
b. Transparansi informasi
Dapat disimpulkan bahwa tranparansi informasi yang dilakukan pemilik pangkalan
sudah cukup baik tersampaikan kepada masyarakat dan tidak ada yang ditutup-tutupi,
karena informasi tentang perubahan peraturan ini sangat diperlukan oleh masyarakat
supaya bisa memenuthi persyaratan yang harus dipernuhi terlebih dahulu agar bisa
melakukan transaksi.
2. Isi kebijakan
a. Ketersediaan sumber daya
Terkait dengan ketersediaan sumber daya atau ketersediaan tabung gas LPG 3
kilogram masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak kebagian jatah mereka dan
pemilik pangkalan menjual puluhan tabungnya ke pelaku partaian yang menyebabkan
kuantitas dari jatah tabung mingguannya menjadi berkurang.
b. Ketepatan program
Terkait dalam permasalahan ketepatan program masih ada faktor yang
mempengaruhi permasalahan seperti pada kenyataannya masyarakat yang masih
kesulitan untuk memperoleh tabung LPG 3 kilogram dan tidak mendapatkan jatahnya
dikarenakan jumlah tabung yang masih belum mencukupi untuk kebanyakan masyarakat
desa.
3. Dukungan masyrakat
a. Dukungan informasi
Dalam permasalahan ini masih ada beberapa faktor utama yang masih
mempengaruhi kondisi ini, diantaranya informasi yang masih belum tersampaikan secara
detail dan informasi mengenai bertransaksi menggunakan aplikasi yang masih kurang
jelas bagaimana prosedurnya yang menyebabkan ada beberapa masyarakat masih kurang
mengerti bagaimana tata cara bertransaksinya.
b. Dukungan penghargaan
Hal ini dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan
implementasi program ini diantaranya, masyarakat yang cukup mengapresiasi dengan
adanya program yang akan dijalankan dan penggunaan aplikasi saat bertransaksi yang
lebih mewajibkan masyarakat setempat untuk mendapatkan jatah tabung gas LPG 3
kilogram di pangkalan desanya.
4. Pembagian potensi

a. Karakteristik masyarakat
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Dalam wawancara serta observasi di Desa Cangkering menunjukkan masih ada

beberapa kendala yang mempengaruhi karakteristik masyarakat pada desa Cangkering
diantaranya karena masyarakat banyak mengeluhkan tentang keterlambatan dan pemilik
pangkalan tidak ada pemecahan masalah atau memberikan solusi bagi masyarakat yang
sangat memerlukan tabung gas LPG 3 kilogram seperti pedagang UMKM atau pemilik
warung yang sangat memerlukan tabung gas LPG 3 kilogram setiap harinya.
b. Pengembangan potensi program

Ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya program ini
diantaranya program ini yang membatasi masyarakat dalam membeli tabung gas LPG 3
kilogram hanya 2 buah tabung per minggunya agar dapat memenuhi kebutuhan semua
kalangan masyarakat dan pemilik pangkalan harus mendaftarkan pelanggannya ke
aplikasi pertamina supaya pelanggan tersebut dapat melakukan transaksi serta pemilik
pangkalan yang menjualkan tabungnya kepada para pemartai untuk mendapatkan

keuntungan yang lebih banyak.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pada Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquified
Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup di Kecamatan amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangkering) terdiri dari:
1. Faktor Pendukung
a. Penyampaian informasi yang jelas
Faktor-faktor seperti informasi yang transparan dan jelas dalam mendorong berjalannya
suatu program implementasi dari pemerintah supaya tersampaikan dengan baik kepada
seluruh pembeli tabung gas LPG 3 kilogram pada desanya masing-masing supaya
terhindar dari miskomunikasi dan kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemilik
pangkalan maupun agen dibawah naungan PT gas LPG 3 kilogram.
b. Apresiasi masyarakat terhadap program yang dijalankan
Faktor pendukung yang menyangkut apresiasi masyarakat dengan adanya program ini
dan mendorong Implementasi dari program pemerintah ini supaya dapat dijalankan
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat sangat mendukung dengan
adanya program ini dikarenakan pemerintah yang mementingkan kebutuhan serta
kewajiban pare masyarakat khusunya yang berprofesi sebagai pedagang gorengan atau
pelaku usaha mikro.
2. Faktor Penghambat
a. Sosialisasi dengan masyarakat masih kurang
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Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat menjadi faktor penghambat dari program

implementasi ini, karena beberapa masyarakat masih kurang mengerti bagaimana sistem
dan aturan bertransaksi yang terbaru. Kurangnya sosialisasi di masyarakat juga
menyebabkan beberapa masyarakat masih kebingungan dengan aturan bertransaksi di
pangkalan gas LPG 3 kilogram dan otomatis pemilik pangkalan tidak bisa
memperjualkan kepada masyarakat karena belum bisa memenuhi ketentuan yang
ditetapkan seperti mewajibkan untuk mengumpulkan surat izin berusaha dengan
pemerintah setempat maupun mendaftarkan usaha yang dimiliki melalui aplikasi
MyPertamina. Khususnya kepada masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem yang
serba digital sekarang yang seharusnya itu merupakan tugas pemilik pangkalan dan agen
gas LPG 3 kilogram untuk mensosialisasikan program impelementasi yang ingin
diterapkan pemerintah.

b. Jumlah tabung di pangkalan yang masih terbatas
Keterbatasan jumlah tabung di pangkalan dapat menyebabkan beberapa masyarakat
terutama masyarakat yang berpendapatan rendah masih banyak yang tidak mendapatkan
jatah mereka setiap minggunya dan mengalami kesulitan dalam beraktifitas seperti
memasak dan berdagang. Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang
menggunakan tabung gas 3 kilogram setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan mereka
seperti memasak maupun berdagang dan mereka terpaksa membeli ke pengecer dengan
harga relatif mahal daripada harga yang sudah ditetapkan pemerintah atau harga subsidi.
Dikarenakan masyarakat yang berdagang setidaknya memerlukan 2 sampai 3 buah
tabung untuk mencukupi kebutuhan setiap minggunya dan terpaksa harus membeli ke
pengecer dengan harga yang relatif lebih mahal daripada harga yang sudah ditetapkan
pemerintah sebelumnya dengan harga maksimal RP.20.000 per tabungnya.
c. Jadwal pengantaran yang tidak menentu

Keterlambatan kedatangan gas LPG 3 kilogram ini merupakan faktor yang menjadi
penghambat dari program implementasi ini, karena beberapa masyarakat tidak
mengetahui jadwal pasti kapan gas akan disalurkan ke Desa Teluk Baru dan Desa
Cangkering. Beberapa masyarakat memang sering mengeluhkan tentang keterlambatan
jadwal kedatangan tabung gas 3 kilogram dan masyarakat banyak memberikan
komplen. diketahui bahwa masyarakat sering mengeluhkan tentang keterlambatan
jadwal kedatangan tabung gas 3 kilogram dikarenkan hari libur nasional atau memang

dari pendistribusiannya yang beberapa kendala.
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d. Program yang masih belum tepat sasaran dan tidak ada pengawasan pada saat

pendistribusian

Ketepatan program dalam implementasi merujuk pada kesesuaian antara tiga unsur
utama: program, pelaksana, dan kelompok sasaran dari program. Ketiga elemen ini harus
selaras agar program dapat berjalan efektif dan memenuhi tujuan yang ditetapkan.
Ketepatan ini meliputi kesesuaian antara kebutuhan kelompok sasaran dengan tawaran
program, kemampuan organisasi pelaksana, serta pemahaman dan kesiapan kelompok
sasaran untuk menerima manfaat dari program tersebut. Dalam kasus ini masih terdapat
permasalahan seperti pemilik pangkalan yang menjualkan tabungnya kepada para
pemartai yang menyebabkan jumlah tabung di pangkalan berkurang dan masyarakat tidak
mendapatkan jatahnya dan masyarakat terpaksa harus membeli kepada pengecer dengan
harga yang relatif lebih mahal. Serta dampak yang cukup berpengaruh dalam keseharian
masyarakat dikarenakan masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong miskin dan
pelaku UMKM sangat memerlukan tabung gas 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan
tiap minggunya. Masyarakat harus membeli ke pengecer dengan harga yang lumayan
mahal dari harga yang ditetapkan atau harga standar pada pangkalan dikarenakan pemilik
pangkalan yang menjual tabung gas 3 kilogram kepada pemartai yang berakibat pada
berkurangnya jumlah tabung gas 3 kilogram yang dipruntukan kepada masyarakat dan
pelaku UMKM. Oleh karena salah satu kunci keberhasilan suatu implementasi yaitu

dengan tepat sasarannya program yang ingin dijalankan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquified petroleum
gas tabung 3 (Tiga)Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Studi kasus Desa Teluk baru dan Desa
Cangkering) masih belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sub variabel :
Pertama, Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terlihat masih kurang baik Karena ada
beberapa masyarakat tidak mengetahui suatu informasi diberikan oleh pemilik pangakalan dan
perubahan peraturan yang akan diberlakukan dan beberapa masyarakat juga ada yang tidak peduli
dengan informasi yang disampaikan tersebut. Kedua, transparansi informasi transparansi informasi
yang cukup transparan sehingga masyarakat mengetahui apa saja perubahan yang akan dilakukan
kedepannya. Ketiga ketersediaan sumber daya yang masih kurang mencukupi karena Masih terdapat
sebagian masyarakat yang tidak kebagian jatah mereka dan pemilik pangkalansecara diam-diam
menjual puluhan tabungnya ke pelaku partaian yang menyebabkan kuantitas dari jatah tabung

mingguannya menjadi berkurang secara signifikan. Keempat, ketepatan program yang masih tidak
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tepat sasaran karena masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini seperti masyarakat

yang masih kesulitan untuk memperoleh tabung LPG 3 kilogram dan tidak mendapatkan jatahnya.
Kelima, dukungan informasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor utama yang masih
mempengaruhi kondisi ini, diantaranya informasi yang masih belum tersampaikan secara detail dan
informasi mengenai bertransaksi menggunakan aplikasi yang masih kurang jelas bagaimana
prosedurnya. Keenam, dukungan masyarakat akan program yang dijalankan dan masyrakat
mengapresiasi adanya program ini dikarenakan masyarakat merasa kebutuhan dan kewajiban mereka
diperhatikan. Ketujuh, karakteristik masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang
mengeluhkan tentang keterlambatan dan bagaimana cara pemilik pangkalan memberikan solusi bagi
masyarakat yang sangat memerlukan tabung gas LPG 3 kilogram seperti pedagang UMKM atau
pemilik warung yang sangat memerlukan tabung gas LPG 3 kilogram setiap harinya. Kelapan,
pengembangan potensi program. Permasalahan ini bisa dilihat melalui macam-macam faktor yang
mempengaruhi berjalannya program diantaranya ada peraturan yang membatasi masyarakat dalam
membeli tabung gas LPG 3 kilogram hanya 2 buah tabung dan pemilik pangkalan harus mendaftarkan

pelanggannya ke aplikasi pertamina supaya pelanggan tersebut dapat melakukan transaksi.

Untuk meningkatkan kesadaran pemilik pangkalan dan untuk masyarakat Desa Teluk Baru dan
Desa Cangkering disarankan supaya pengawasan pengendalian dan pendistribusian tabung gas LPG
3 kilogram supaya program ini menjadi tepat sasaran. Dengan demikian, Implementasi Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Pendistribusian Liquified petroleum gas tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Studi
kasus Desa Teluk baru dan Desa Cangkering) dapat terimplementasi dengan baik. Dan untuk
masyarakat Desa Teluk Baru dan Desa Cangkering supaya lebih memiliki rasa sabar dalam menunggu
kedatangan gas karena kedatangan gas tidak setiap hari dan memiliki jatah per bulannya masing-
masing sehingga perlu untuk disesuaikan setiap minggunya dan memiliki tingkat kesadaran diri untuk
tidak melakukan hal yang merugikan orang lain seperti melakukan transaksi yang melebihi batas
wajar pembelian (partaian).
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